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MOTTO 

 

“Tidak ada kekuatan yang lahir dari kebahagiaan, 

melainkan dari rasa sakit dan penderitaan yang panjang” 

(Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024) 
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ABSTRAK 

Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024. Ratio 

Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-

XX/2022. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas 

Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Pembimbing Yunas Derta Luluardi, M.A. 

 

 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menolak 

permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan amar Putusan 

Nomor 114/PUU-XX/2022. Para Pemohon pada intinya 

mendalilkan Pemilu yang diselenggarakan dengan sistem 

proporsional terbuka telah mendistorsi peran partai politik. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk tidak mengabulkan 

gugatan dengan alasan dalil para pemohon tidak beralasan 

menurut hukum dan norma yang diujikan tidak dianggap 

bertentangan dengan UUD. Adanya putusan tersebut tentu 

perlu adanya analisis ratio decidendi terhadap asas hukum dan 

mengkaji alasan-alasan hukum dan metode penafsiran hukum 

hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan 

hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam 

memutus perkara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XX/2022. Penelitian ini menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, dengan tujuan untuk menganalisis 

ratio decidendi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XX/2022. Hasil penelitian ini dalam ratio decidendi 

Hakim Konstitusi berfokus pada penguatan kedaulatan rakyat, 

kepastian hukum, dan perlunya transparansi dalam proses 

pemilu. Hakim mempertimbangkan dampak sosial dan politik 

dari sistem pemilu yang ada, dengan tujuan untuk mendorong 

partisipasi masyarakat yang lebih besar. Akibat hukum dari 

putusan ini mencakup perubahan signifikan dalam dinamika 

partai politik, di mana partai diharuskan untuk lebih 

memperhatikan kualitas dan akuntabilitas calon legislatif. 

Selain itu, putusan ini juga mendorong reformasi dalam 
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struktur partai politik dan pengawasan pemilu yang lebih ketat 

oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan adanya 

kepastian hukum dan penekanan pada pengawasan, 

diharapkan stabilitas politik dapat terjaga, dan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem demokrasi meningkat. Penelitian 

ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai ratio 

decidendi dan implikasi hukum dari Putusan MK No. 

114/PUU-XX/2022, serta dampaknya terhadap perkembangan 

demokrasi di Indonesia. 

 

Kata kunci: Ratio decidendi, Akibat Hukum, Mahkamah 

Konstitusi. 
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ABSTRACT 

 

Muhammad Adrik Jawahirul Ashdaf, 2024. Ratio Decidendi 

Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. 

Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of 

Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan. Advisor Yunas Derta Luluardi, M.A. 

 

 The Constitutional Court of the Republic of Indonesia 

rejected the request for review of Law Number 7 of 2017 

concerning General Elections (UU Election), with the ruling 

Number 114/PUU-XX/2022. The Petitioners essentially 

argued that elections held using an open proportional system 

had distorted the role of political parties. The Constitutional 

Court stated that it would not grant the lawsuit on the grounds 

that the applicant's arguments were unreasonable according to 

the law and the norms being tested were not deemed to conflict 

with the Constitution. With this decision, it is certainly 

necessary to analyze the ratio decidendi on legal principles and 

examine the legal reasons and legal interpretation methods of 

Constitutional Court judges related to the judges' legal 

considerations and the legal basis used in deciding the case in 

Constitutional Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. 

This research uses normative juridical research methods, with 

the aim of analyzing the ratio decidendi in the Constitutional 

Court Decision Number 114/PUU-XX/2022. The results of 

this research in the Constitutional Judges' ratio decidendi focus 

on strengthening people's sovereignty, legal certainty, and the 

need for transparency in the election process. Judges consider 

the social and political impact of the existing electoral system, 

with the aim of encouraging greater public participation. The 

legal consequences of this decision include significant changes 

in the dynamics of political parties, where parties are required 

to pay more attention to the quality and accountability of 

legislative candidates. Apart from that, this decision also 

encourages reform in political party structures and tighter 

election supervision by the Election Supervisory Agency 
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(Bawaslu). With legal certainty and an emphasis on 

supervision, it is hoped that political stability can be 

maintained, and public confidence in the democratic system 

will increase. This research aims to analyze more deeply the 

ratio decidendi and the legal implications of Constitutional 

Court Decision No. 114/PUU-XX/2022, and its impact on the 

development of democracy in Indonesia. 

 

Keywords: Ratio decidendi, Legal Consequences, 

Constitutional Court. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara yang sangat menjunjung 

tinggi demokrasi dan juga mengutamakan kedaulatan 

rakyat. Sebagai negara yang sudah 79 tahun merdeka, 

negara  Indonesia masih mempertahankan pancasila 

sebagai ideologi negara sampai saat ini. Demokrasi 

merupakan pelaksanaan langsung dari ideologi negara 

kita pancasila, maka kedaulatan rakyat juga menjadi 

sarana pelaksanaan demokrasi-pancalisa.1 Hal ini juga 

tertuang dalam konstitusi negara kita yaitu Undang-

Undang Dasar Negara Republik  Indonesia Tahun 1945 

tepatnya tertuang pada Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi 

“Kedaulatan  berada  ditangan rakyat dan dilaksanakan 

menurut Undang-Undang Dasar”. Maka apa yang sudah 

diamanatkan oleh konstitusi kita tersebut, sudah 

seyogianya diimplementasikan dengan baik kedalam 

sistem pemerintahan dan sistem  hukum di Indonesia. 

Dengan adanya kedaulatan rakyat artinya rakyat berada 

paling atas dan rakyatlah yang memiliki kekuasaan 

berdaulat a quo. Salah satu yang menjadi bentuk adanya 

kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yaitu dengan 

proses  pemilihan para pemimpin dan pejabat negara ini 

yang dipilih langsung oleh rakyat.2 Mengutip juga 

menurut Scott Mainwaring, Pemimpin yang dipilih 

langsung oleh rakyat adalah salah satu ciri-ciri negara 

 
1 Moh. Mahfud MD, “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran 

Tentang Negara, Konstitusi, dan Demokrasi”’ (Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), h. 133. 
2 Mahfud MD, “Perspektif Hukum Tata Negara dalam Pemilu di 

Indonesia,” Jurnal Konstitusi 15, no. 1 (2018), h. 25. 
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presidensial. Oleh karena itu, guna menjaga demokrasi 

dan kedaulatan rakyat, sangatlah penting dengan 

menjaga sistem pemilihan para  pejabat di Indonesia.3 

Pemilihan anggota-anggota legislatif dan juga 

presiden dan wakil presiden menjadi suatu kunci krusial 

akan adanya penyelengaraan demokrasi, pemilihan ini 

lebih dikenal dengan nama Pemilihan Umum atau 

Pemilu.4 Pemilu yang sebagai bentuk perwujudan cita-

cita adanya konsep menjamin  pemilik  kekuasaan  

tertinggi  adalah  rakyat.  Sehingga  hak-hak  yang  

dimiliki  oleh rakyat harus dilindungi seperti hak 

kebebasan berpendapat, kesetaraan dalam segala hal dan 

keadilan  yang  harus  dilaksanakan  oleh  pejabat  

negara. Pemilu merupakan  pesta  demokrasi yang 

diselenggarakan selama lima tahun sekali di Indonesia 

sebagai wadah kesempatan bagi rakyat   untuk   dapat   

memilih   calon   pemimpin   yang   menurut   rakyat   

cocok   untuk   dapat menggiring  Indonesia  semakin  

maju.  Pesta  demokrasi  ini  diatur  didalam  Undang-

Undang Dasar Pasal 22 E ayat (1) yang berbunyi 

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, 

bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali” 

dan Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan  umum  

diselenggarakan  untuk  memilih  anggota  Dewan  

Perwakilan  Rakyat,  Dewan Perwakilan Daerah,  

Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah.”sehingga  sangat  diperlukannya  sistem  

yang  menciptakan  ruang  aman  bagi  rakyat  untuk 

 
3 Qodari, Mohammad, “Sistem Pemilu dan Demokrasi di 

Indonesia”, (Jakarta: Kompas, 2010), h. 32. 
4 Ramlan Surbakti, “Memahami Ilmu Politik”, (Jakarta: PT 

Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 45. 
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menggunakan hak suara sebagai bentuk kedaulatan 

rakyat.  

Mahkamah Konstitusi sebagai anak lahirnya 

reformasi diberi kewenangan untuk menguji 

konstitusionalitas suatu undang-undang. Hal ini menjadi 

penting dalam sistem hukum Indonesia untuk mencegah 

lahirnya undang-undang yang tidak sesuai dengan 

konstitusi dan menjunjung tinggi prinsip supremasi 

hukum konstitusional. Sebab, putusan MK bersifat erga 

omnesand binding yang artinya wajib ditaati oleh 

seluruh lembaga negara dan seluruh masyarakat 

Indonesia.5 Dengan demikian, sebagai penafsir akhir 

konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan 

penafsiran suatu undang-undang yang sesuai dengan 

prinsip kedaulatan rakyat namun juga harus tetap berada 

dalam koridor checks and balances antar lembaga 

negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus 

mengedepankan asas kehati-hatian agar tidak 

mengambil suatu keputusan yang merugikan hak 

konstitusional warga negara dan juga tidak melampaui 

batas kewenangannya dalam sistem ketatanegaraan. 

Hal ini tentunya juga berlaku dalam peninjauan 

kembali undang-undang terkait pemilu. Mengingat 

pemilu merupakan mekanisme demokrasi yang dinamis, 

seiring dengan konteks waktu, aktor, dan kondisi yang 

melatarbelakanginya. Dinamika politik yang 

menggambarkan relasi kekuasaan menyebabkan proses 

pemilu memerlukan analisis, catatan, dan rekomendasi 

untuk memperkuat proses penyusunan dan penerapan 

aturan main. Salah satu hal yang perlu diperhatikan tentu 

 
5 Moh. Mahfud MD, “Perdebatan Hukum Tata Negara: Pemikiran 

Tentang Negara, Konstitusi, dan Demokrasi”’ (Jakarta: Rajawali Pers, 

2017), h. 140. 
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saja adalah penguatan prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemilu. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi berperan 

penting sebagai penafsir akhir dan penjaga demokrasi, 

sehingga apabila Mahkamah Konstitusi salah 

mengambil langkah dan mengambil keputusan maka 

berimplikasi pada terganggunya penyelenggaraan 

pemilu yang dalam konteks undang-undang merupakan 

hasil kesepakatan antara DPR dan Presiden. Dalam 

proses tersebut diperlukan kontrol dari masyarakat 

bersama Mahkamah Konstitusi untuk menjamin lahirnya 

Undang-Undang Pemilu yang sesuai dengan undang-

undang sesuai dengan amanat konstitusi. Selain itu, yang 

harus dikontrol adalah sikap parlemen dan presiden 

dalam menyikapi putusan MK agar tidak ada 

pembangkangan terhadap putusan MK, yang secara 

langsung merupakan bentuk pembangkangan terhadap 

putusan MK. 

Berdasarkan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, 

Pemilihan Umum dikonsepsikan sebagai suatu proses 

politik yang demokratis untuk memilih seorang atau 

lebih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu.6 

Pemilu juga merupakan proses aktualisasi hak politik 

warga negara untuk dipilih dan/atau memilih. Proses ini 

tentunya akan sangat mempengaruhi hasil pemilu itu 

sendiri, dan hasil pemilu akan menentukan bagaimana 

penyelenggaraan negara dalam masa jabatan lima tahun 

ke depan, khususnya yang berkaitan dengan 

keterwakilan suara rakyat dalam kebijakan strategis 

 
6 Miriam Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik” (Jakarta: PT 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 115. 
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dibuat di meja parlemen.7 Dengan adanya klausul 

‘langsung’ dan ‘adil’ dalam pasal tersebut, diharapkan 

masyarakat dapat memilih wakilnya secara langsung dan 

adil, tanpa ada campur tangan kepentingan politik atau 

unsur lainnya. 

Pada tanggal 15 Juni 2023, Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia menolak permohonan pengujian 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum (UU Pemilu), dengan amar Putusan 

Nomor 114/PUU-XX/2022.8 Para Pemohon mengujikan 

beberapa pasal diantaranya berbunyi; Pertama, Pemilu 

dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka.9  

Kedua, Surat suara memuat tanda gambar partai politik, 

nomor urut dan nama calon anggota legislatf.10 Ketiga, 

Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos nomor 

atau tanda gambar partai politik, atau nama calon 

anggota legislatif.11  Keempat, Suara dinyatakan sah 

apabila tanda coblos berada pada kolom yang 

disediakan.12 Kelima, Penetapan perolehan jumlah kursi 

tiap Partai Politik berdasarkan hasil pembagian suara 

 
7 Arifin, “Efektivitas Sistem Pemilu Terbuka dalam Mewujudkan 

Kedaulatan Rakyat di Indonesia,” Jurnal Politik dan Pemerintahan 9, no. 

2 (2019): h. 105. 
8 Indra Kusumah, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XX/2022: Implikasi terhadap Sistem Pemilu di Indonesia,” 

Jurnal Hukum dan Konstitusi 18, no. 3 (2023): h. 231. 
9 Pa.sa.l 168 a.ya.t (2) UU No 7 Ta.hun 2017 tenta.ng Pemiliha.n 

Umum 
10 Pa.sa.l 342 a.ya.t (2) UU No 7 Ta.hun 2017 tenta.ng Pemiliha.n 

Umum 
11 Pa.sa.l 353 a.ya.t (1) huruf b ) UU No 7 Ta.hun 2017 tenta.ng 

Pemiliha.n Umum 
12 Pa.sa.l 386 a.ya.t (2) huruf b UU No 7 Ta.hun 2017 tenta.ng 

Pemiliha.n Umum 
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terbanyak.13 Keenam, Penetapan calon terpilih anggota 

legislatif ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang 

diperoleh.14  Ketujuh, Calon terpilih anggota DPR, 

DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU 

Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari 

daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang 

sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara 

calon terbanyak berikutnya.15  Pasal-pasal yang diuji 

tersebut mengenai sistem proporsional dengan daftar 

terbuka. Para Pemohon pada intinya mendalilkan Pemilu 

yang diselenggarakan dengan sistem proporsional 

terbuka telah mendistorsi peran partai politik. 

Mahkamah Konstitusi menyatakan untuk tidak 

mengabulkan gugatan dengan alasan dalil para pemohon 

tidak beralasan menurut hukum dan norma yang diujikan 

tidak dianggap bertentangan dengan UUD.16 Mahkamah 

Konstitusi memutuskan dalam putusan Nomor 

114/PUU-XX/2022 bahwa Pemilu 2024 tetap 

menggunakan sistem proporsional terbuka sebagaimana 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. 

Adanya putusan tersebut tentu perlu adanya 

analisis terhadap asas hukum dan mengkaji alasan-

alasan hukum dan metode ratio decidendi hakim 

Mahkamah Konstitusi terkait dengan pertimbangan 

hukum hakim dan dasar hukum yang digunakan dalam 

 
13 Pa.sa.l 420 huruf c da.n d UU No 7 Ta.hun 2017 tenta.ng Pemiliha.n 

Umum 
14 Pa.sa.l 422 UU No 7 Ta.hun 2017 tenta.ng Pemiliha.n Umum 
15 Pa.sa.l 426 a.ya.t (3) UU No 7 Ta.hun 2017 tenta.ng Pemiliha.n 

Umum 
16 Andi Hakim, “Implikasi Putusan MK No. 114/PUU-XX/2022 

terhadap Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu,” Jurnal 

Konstitusi 15, no. 1 (2023): h. 34. 
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memutus perkara Putusan Mahkamah Konstitusi No 

114/PUU-XX/2022.17 Sehingga peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian terkait Ratio decidendi Putusan 

Mahkamah Konstitusi No 114/PUU-XX/2022 dan 

menyusun ke dalam penelitian hukum dengan judul 

“RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH 

KONSTITUSI NO 114/PUU-XX/2022”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana ratio decidendi putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022? 

2. Bagaimana akibat hukum dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pokok masalah yang telah 

dirumuskan diatas, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis ratio decidendi 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-

XX/2022. 

2. Menjelaskan akibat hukum dari Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. 

D. Kegunaan Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu 

pengetahuan dan perkembangan terutama terkait 

bidang Hukum Tatanegara dalam tatanan teoritis 

pada masalah ratio decidendi putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan akibat 

hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XX/2022. 

 
17 Rina Rahmawati, “Dinamika Hukum Tata Negara Pascaputusan 

MK No. 114/PUU-XX/2022,” Jurnal Studi Hukum 10, no. 2 (2023): h. 

201. 
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2. Kegunaan Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan pemahaman persuasif kepada praktisi 

hukum dalam melakukan atau menerapkan penalaran 

hukum dan menerapkannya dalam kasus konkrit, 

serta menjadi suatu kontribusi pemikiran guna 

kepentingan negara, bangsa dan pembangunan 

sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat 

secara umum supaya mempunyai pemahaman 

mengenai ratio decidendi putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 dan juga 

akibat hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 114/PUU-XX/2022. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Teori Ratio decidendi 

Pengertian Ratio decidendi atau pertimbangan 

hakim adalah alasan hakim yang digunakan oleh 

hakim sebagai bahan pertimbangan hukum yang 

menjadi dasar sebelum memutuskan perkara.18 

Pertimbangan hakim muncul karena adanya 

perubahan dalam tradisi hukum anglo saxon dengan 

sistemnya berupa common law bahwa putusan hakim 

dalam suatu masa dapat mengikat pada masa-masa 

selanjutnya. Pertimbangan hakim dalam melihat 

suatu masalah harus melihat kondisi sosial yang ada 

sehingga dapat diikuti oleh hakim berikutnya dalam 

kasus serupa. Ratio decidendi merupakan abstraksi 

hikmah di balik kasus yang diputus di masa lampau 

lalu diterapkan pada masa selanjutnya. Menurut J.W 

Harris, bahwa kesimpulan yang bersifat efektif dan 

 
18 A.hma.d Rifa.i, “PENEMUA.N HUKUM OLEH HA.KIM”, 

(Ja.ka.rta.: Sina.r Gra.fika., 2018), h. 110. 
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universal dari berbagai masalah yang tidak tertera 

aturan-aturan khusus maka hakim mengambil suatu 

tindakan transfomatif dengan mempertimbangkan 

sesuai dengan kebutuhan dan realitas. Fungsi ratio 

decidendi dalam dunia peradilan sangat penting 

sebagai sarana dalam menyatakan pemikiran terkait 

problematika konflik hukum yang terjadi di 

masyarakat. 

Ratio decidendi merupakan komponen penting 

dalam mengungkapkan makna suatu putusan hukum. 

Suatu putusan, terdapat berbagai pertimbangan fakta 

dan hukum yang dihadapi saat di pengadilan. Ratio 

decidendi merupakan bagian yang paling relevan dan 

signifikan dalam konteks hukum saat ini, karena ratio 

decidendi memuat penafsiran hukum secara khusus 

yang menjadi dasar atau landasan bagi putusan 

tersebut menjadi panduan bagi para hakim dalam 

mengambil keputusan yang serupa dalam perkara 

yang sejenis.19 

Kedudukan ratio decidendi dapat menjadi 

rujukan dasar logika dalam suatu perkara, ratio 

decidendi mendasari adanya suatu putusan artinya, 

ratio decidendi dapat diikuti oleh pengadilan-

pengadilan lain di masa yang akan datang. Oleh 

karena itu, ratio decidendi memiliki kedudukan yang 

kuat dalam menentukan interpretasi hukum dan 

memberikan kepastian hukum. Secara jelas dan 

akurat ratio decidendi dapat memberikan panduan 

 
19 A.ndika. Wa.hyudi Ga.ni, Penega.ka.n Hukum, a.nd Tinda.k Pida.na., 

“A.na.lisis Yuridis Ra.tio decidendi Putusa.n Terha.da.p Terka.it Perizina.n 

(Studi Putusa.n Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridica.l A.na.lysis Ra.tio 

decidendi Of Rulings A.ga.inst La.w Enforcement Of Ba.nking Crimes 

Rela.ted Licensing (Study Verdict No. 222/” Xvii, No. 222 (2022): 139–46. 
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secara jelas bagi para pihak yang terlibat serta dapat 

membantu dalam pengembangan dan konsistensi 

sistem hukum.20 Hakim sebelum menjatuhkan 

putusan harus bersikap terbuka dan transparan yakni 

dengan melakukan pertimbangan nalar ilmiah 

didasari pada fakta perkara yang terjadi sehingga 

hakim perlu menelaah dengan membandingkan fakta 

yang terjadi pada perkara terdahulu dan perkara saat 

kini.21 Ikrar putusan hakim tidak boleh 

mengutamakan kepentingan privat dari pada 

kepentingan publik sebab jika hal ini terjadi maka 

terdapat ketimpangan dalam hukum dikarenakan 

hakim tidak jujur dan tidak mengoptimalkan aturan 

serta etika. 

F. Penelitian Relevan 

Pe .ne .litian yang re.le.van dalam pe.ne .litian ini 

adalah be.rdasarkan pe.ne .litian-pe.ne .litian te .rdahulu yang 

dapat dijadikan re.fe .re.nsi untuk pe .ne.litian yang akan 

dite.liti ole.h pe .nulis. Namun pe.ne .litian se.rupa tidak sama 

pe .rnah dilakukan pe .ne.litian yang lain, diantaranya: 

 

 

 

 
20 A.ndika. Wa.hyudi Ga.ni, Penega.ka.n Hukum, a.nd Tinda.k Pida.na., 

“A.na.lisis Yuridis Ra.tio decidendi Putusa.n Terha.da.p Terka.it Perizina.n 

(Studi Putusa.n Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridica.l A.na.lysis Ra.tio 

decidendi Of Rulings A.ga.inst La.w Enforcement Of Ba.nking Crimes 

Rela.ted Licensing (Study Verdict No. 222/” Xvii, No. 222 (2022): 139–

146. 
21 A.ndika. Wa.hyudi Ga.ni, Penega.ka.n Hukum, a.nd Tinda.k Pida.na., 

“A.na.lisis Yuridis Ra.tio decidendi Putusa.n Terha.da.p Terka.it Perizina.n 

(Studi Putusa.n Nomor 222 / Pid. B/2018 /Pn Mks) Juridica.l A.na.lysis Ra.tio 

decidendi Of Rulings A.ga.inst La.w Enforcement Of Ba.nking Crimes 

Rela.ted Licensing (Study Verdict No. 222/” Xvii, No. 222 (2022): 139–

146.  
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Tabel 1.1 Penelitian Relevan 

 

No Nama dan Judul Persamaan Perbedaan  

1. Qomaruzzaman,22 

Pe.milu Le .gislatif 

Siste.m 

Proporsional 

Te .rtutup dan 

Te .rbuka 

Pe.rspe .ktif 

Siyasah 

Tasyri’iyyah 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu 

meneliti 

mengenai 

Sistem 

Pemilu 

Proporsional. 

Tulisan ini 

me.mbahas 

te.ntang pro-

kontra pe.milu 

le.gslatif 

(pile.g) di 

Indone .sia 

pada tahun 

2024 baik 

de .ngan siste.m 

proporsional 

te.rtutup 

maupun 

de .ngan siste.m 

proporsional 

te.rbuka dalam 

pe .rspe .ktif 

siyasah 

syar’iyyah. 

2. Ika Puspahani dan 

Moh Sale .h,23 

Urge .nsitas Siste .m 

Pe.milu 

Proporsional 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu sama-

sama 

Tulisan ini 

me.mbahas 

siste .m 

pe .milihan 

umum 

 
22 Qoma.ruzza.ma.n, “Pemilu Legisla.tif Sistem Proporsiona.l 

Tertutup da.n Terbuka. Perspektif Siya.sa.h Ta.syri’iyya.h”, Jurna.l Institut 

A.ga.ma. Isla.m Negeri Pontia.na.k, Pontia.na.k, (2023). 
23 Ika. Puspa.ha.ni, “Urgensita.s Sistem Pemilu Proporsiona.l 

Terbuka. Berda.sa.rka.n Demokra.si Pa.nca.sila.”, Jurna.l Universita.s 

Na.rota.ma., Sura.ba.ya., (2023). 
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Te .rbuka 

Be.rdasarkan 

De .mokrasi 

Pancasila 

meneliti 

mengenai 

Sistem 

Pemilu 

Proporsional. 

(pe .milu) yang 

be .rbasis pada 

konstitusi dan 

berdasarkan 

demokrasi 

Pancasila. 

3. Christine. S.T 

Kansil dan Louis 

Se .bastian Anot 

Putra,24 

Pe.rsoalan 

Pe.ralihan Siste .m 

Pe.milu Indone .sia 

Me .njadi Siste.m 

Proporsional 

Te .rtutup Me.nurut 

Pe.rmohonan MK 

Nomor 114/PUU-

XX/2022 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu 

membahas 

mengenai 

Sistem 

Pemilu dan 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

114/PUU-

XX/2022. 

Tulisan ini 

me.mbahas 

bagaimana 

jika siste.m 

Pe .milu di 

Indone .sia saat 

ini be.ralih 

me.njadi 

siste .m 

proporsional 

te.rtutup dari 

siste .m 

proporsional 

te.rbuka. 

4. Cinia 

Ramadhani,25 

Analisis Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi Nomor 

114/PUU-

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu 

meneliti 

mengenai 

Skripsi ini 

me.mbahas 

bagaimana 

pe .rtimbangan 

hakim dalam 

putusan MK 

 
24 Christine S.T Ka .nsil, “Persoa.la.n Pera.liha.n Sistem Pemilu 

Indonesia. Menja.di Sistem Proporsiona.l Tertutup Menurut Permohona.n 

MK Nomor 114/PUU-XX/2022”, Jurna.l Universita.s Ta.ruma.nega.ra., 

Ja.ka.rta., (2023). 
25 Cinia. Ra.ma.dha.ni, “A.na.lisis Putusa.n Ma.hka.ma.h Konstitusi 

Nomor 114/PUU-XX/2022 tenta.ng Uji Ma.teril Sistem Pemilu da.la.m UU 

Nomor 7 Ta.hun 2017 Perspektif Fiqh Siya.sa.h”, Skripsi Universita.s Isla.m 

Negeri Ma.hmud Yunus Ba.tusa.ngka.r, Ta.na.h Da.ta.r, (2024).  
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XX/2022 te.ntang 

Uji Mate.ril 

Siste.m Pe .milu 

dalam Undang-

Undang Nomor 7 

Tahun 2017 

Pe.rspe .ktif Fiqh 

Siyasah 

Putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Nomor 

114/PUU-

XX/2022 dan 

Sistem 

Pemilu 

dalam 

Undang-

Undang 

Nomor 7 

Tahun 2017. 

Nomor 

114/PUU-

XX/2022 dan 

te.rjadinya 

Disse .nting 

opinion hakim 

dalam putusan 

te.rse .but 

dilihat dari 

Fiqh Siyasah. 

5. Widodo 

E .katjahjana,26 

Me .nce.rmati Ratio 

de .cide.ndi 

Mahkamah 

Konstitusi dalam 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Persamaan 

dengan 

penelitian ini 

yaitu sama-

sama 

meneliti 

mengenai 

ratio 

decidendi 

Mahkamah 

Konstitusi 

dalam 

putusan 

Mahkamah 

Konstitusi 

Penelitian ini 

fokus 

masalahnya 

adalah tentang 

penderogasian 

sebuah norma 

hukum dalam 

Perundang-

Undangan 

oleh 

pembentuk 

Undang-

Undang. 

Kemudian 

me.mbahas 

te.ntang Ratio 

 
26 Widodo Eka.tja.hja.na. "Mencerma.ti Ra.tio decidendi Ma.hka.ma.h 

Konstitusi da.la.m putusa.n Ma.hka.ma.h Konstitusi" (2016) 
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de .cide.ndi 

Mahkamah 

Konstitusi 

yang 

me.nyatakan 

putusan 

PTUN tidak 

me.ngikat 

pe .mohon 

kare.na 

pe .mohon 

be .lum pe.rnah 

me.njadi pihak 

dalam pe.rkara 

Tata Usaha 

Ne .gara. 

 

 

 

 

G.  Metode Penelitian 

Me .tode. pe .ne .litian adalah pandangan dasar 

me.nge .nai suatu hal yang digunakan se.bagai pijakan 

be .rfikir dan be.rtindak dalam me.lakukan pe .ne.litian. 27 

1. Jenis Penelitian 

 Be .rdasarkan latar be.lakang yang sudah 

dipaparkan diatas, je.nis pe .ne.litian ini yaitu yuridis 

normatif dikare.nakan titik fokusnya adalah me.ngkaji 

hukum te.rtulis dari be .rbagai aspe.k, se .pe .rti halnya 

te.ori, se .jarah, filosofi, struktur dan komposisi, 

 
27 Julia.nsya.h Noor, “Metode Penelitia.n”, (Ja.ka.rta.: Kenca.na. 

Prena.da.media. Group, 2011), h. 254. 
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lingkup se .rta mate.ri, pasal de .mi pasal dan pe .njabaran 

umumnya, formalitas dan ke.kuatan me.ngikat suatu 

undang-undang se.rta bahasa hukum yang 

digunakan.28 

2. Pendekatan Penelitian 

 Pe .nde .katan pe.ne.litian yang digunakan dalam 

pe .ne.litian ini yaitu pe.nde .katan pe.rundang-undangan 

(statute. approach) yang me .rupakan pe .nde.katan 

untuk me.ngkaji pe.rundang-undangan te.rkait te.ma 

pe .ne.litian.29 Pe.nde .katan analisis konse.p hukum 

(analytical dan conce.ptual approach) yang 

me.rupakan pe.nde .katan de.ngan cara me .mpe.lajari 

pandangan se.rta doktrin yang be.rke .mbang dalam 

ilmu hukum, dan pe.nde .katan se.jarah (historical 

approach) yang dilakukan me.lalui pe.nafsiran latar 

be .lakang be.se .rta pe.rke.mbangan mate.ri yang dite.liti. 
30 

3. Sumber Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Prime.r 

 Me .nurut Pe .te.r Mahmud Marzuki, 

bahan hukum prime.r adalah bahan hukum yang 

be .rsifat autoritatif yang artinya me.mpunyai 

otoritas.31 Dalam hal ini bahan hukum prime.r 

te.rdiri pe.raturan pe.rundang-undangan, catatan-

catatan re.smi, atau risalah dalam pe.mbuatan 

pe .raturan pe.rundang-undangan dan putusan-

 
28 A.bdulka.dir Muha.mma.d, Hukum da.n Penelitia.n Hukum, 

(Ba.ndung: Citra. A.ditya. Ba.kti, 2004), h. 134. 
29 A.ni Purwa.ti, Metode Penelitia.n Teori da.n Pra.ktek, (Sura.ba.ya.: 

CV. Ja.ka.d Media. Publishing, 2020), h. 87. 
30 Jonny Ibra.him, Teori da.n Metodologi Penelitia.n Hukum 

Norma.tif, (Ba.ndung: Citra. A.ditya. Ba.kti, 2007), h. 249. 
31 Ba.mba.ng Sunggono, Metode Penelitia.n Hukum, Cet 5, (Ja.ka.rta.: 

PT Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2003), h. 67 
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putusan hakim.32 Dalam pe.ne .litian ini, Pe .ne.liti 

me.nggunakan bahan hukum prime.r se .bagai 

be .rikut: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 

2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Te.ntang 

Pe .ne .tapan Pe.raturan Pe .me.rintah Pe.ngganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Te.ntang 

Pe .rubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 

Tahun 2017 Te .ntang Pe.milihan Umum 

Me .njadi Undang-Undang 

3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

Te.ntang Mahkamah Konstitusi 

4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Te.ntang 

Pe .milihan Umum 

5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

114/PUU-XX/2022. 

b. Bahan Hukum Se.kunde .r 

 Bahan hukum se.kunde .r yaitu bahan 

hukum be.rupa buku-buku te.ks yang ditulis ole.h 

para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pe .ndapat 

ahli hukum, artike.l-artike.l hukum, dokume.n-

dokume.n yang be .rkaitan de.ngan obje.k pe.ne .litian. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Bahan hukum dikumpulkan me.lalui prose .dur 

inve.ntarisasi dan ide.ntifikasi pe.raturan pe .rundang-

undangan, se.rta klasifikasi dan siste.matisasi bahan 

hukum se .suai pe.rmasalahan pe.ne .litian. Ole.h kare.na 

itu, te.knik pe .ngumpulan bahan hukum yang 

digunakan dalam pe.ne .litian ini adalah de.ngan studi 

 
32 Ba.mba.ng Sunggono, Metode Penelitia.n Hukum, Cet 5, (Ja.ka.rta.: 

PT Ra.ja. Gra.findo Persa.da., 2003), h. 67 
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ke .pustakaan. Studi ke.pustakaan dilakukan de.ngan 

cara me.mbaca, me.ne .laah, me.ncatat, me.mbuat ulasan 

bahan-bahan pustaka, maupun pe.nulusuran me.lalui 

me.dia inte.rne .t yang ada kaitannya de.ngan 

pe .rmasalahan pe.ne .litian ini.33 

5. Teknik Analisis Data 

Analisis pe .ne.litian ini dilakukan de.ngan cara 

me.ngkritis, me.ndukung, atau me.mbe .ri kome.ntar, 

ke .mudian me.mbuat suatu ke .simpulan te.rhadap hasil 

pe .ne.litian de.ngan pikiran se.ndiri dan bantuan kajian 

pustaka. Me.tode . untuk je.nis pe .ne.litian hukum 

normatif be.rupa me.tode. pre .skriptif yaitu me.tode. 

analisis yang me.mbe.rikan pe.nilaian (Justifikasi) 

te.ntang obje.k yang dite.liti apakah be.nar atau salah 

atau apa yang se.harusnya me.nurut hukum.34 

H. Sistematika Penulisan 

Pe .ne .litian ini te.rdiri dari 5 (lima) bab yang te.rdiri 

dari pe.ndahuluan, landasan te.oritis pe.ne .litian, hasil 

pe .ne.litian, analisis hasil pe.ne.litian, dan yang te.rakhir 

pe .nutup, yang le.bih je.lasnya akan diuraikan dibawah ini: 

BAB I Pe .ndahuluan, pada pe.ndahuluan akan 

dije.laskan hal yang be.rhubungan de.ngan masalah yang 

akan dibahas pada bab be.rikutnya. Pe.ndahuluan me.muat 

: latar be.lakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

pe .ne.litian, ke.gunaan pe.ne.litian, ke.rangka te.oritik, 

pe .ne.litian yang re.le.van, metode penelitian dan 

site.matika pe.nulisan. 

BAB II Landasan te.oritis, bab ini me.nguraikan 

te.ntang te.ori-te.ori yang digunakan dalam me.ngkaji 

 
33 Jhonny Ibra.him, “Teori da.n Metodologi Penelitia.n Hukum 

Norma.tif”, (Ma.la.ng: Ba.yumedia. Publishing, 2006), h. 296. 
34 Jhonny Ibra.him, “Teori da.n Metodologi Penelitia.n Hukum 

Norma.tif”, (Ma.la.ng: Ba.yumedia. Publishing, 2006), h. 293. 
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pe .rmasalahan yaitu ratio de.cide.ndi ole.h Hakim 

Mahkamah Konstitusi, dan akibat hukum dari putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. 

BAB III Hasil pe.ne.litian, pada bab ini me.muat 

pe .maparan data yang se.suai de .ngan je.nis pe .ne.litian yang 

pe .nulis gunakan yaitu bersifat normatif untuk menjawab 

isu hukum yang terdapat pada rumusan masalah. 

BAB IV Pembahasan penelitian, pada bab ini 

penulis akan menganalisis bagaimana ratio decidendi 

oleh Hakim Mahkamah Konstitusi yang peneliti bahas 

dan akibat hukum dari putusan tersebut. 

BAB V Penutup, bab terakhir akan memberikan 

kesimpulan mengenai hasil keseluruhan dari 

serangkaian rumusan masalah dan analisis secara 

keseluruhan dari bab I-IV, serta saran bagi penulis dan 

pihak-pihak terkait. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 114/PUU-XX/2022 menegaskan pentingnya prinsip 

konstitusionalitas dalam sistem hukum Indonesia. Dalam 

putusan ini, Mahkamah menilai bahwa undang-undang 

yang diuji harus sejalan dengan hak-hak dasar warga negara 

dan tidak boleh merugikan prinsip-prinsip demokrasi. 

Mahkamah juga menekankan asas proporsionalitas dalam 

pemilu, yang memastikan bahwa representasi rakyat harus 

adil dan seimbang. Selain itu, keputusan ini 

menggarisbawahi peran sentral partai politik sebagai 

instrumen demokrasi yang berfungsi menjaga stabilitas dan 

kualitas penyelenggaraan pemilu. Mahkamah juga 

menekankan pentingnya kepastian hukum, di mana semua 

peraturan perundang-undangan harus melindungi hak-hak 

konstitusional masyarakat. Secara keseluruhan, putusan ini 

bertujuan untuk memperkuat kerangka hukum pemilu agar 

lebih demokratis, adil, dan transparan. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-

XX/2022 tidak hanya memiliki dampak hukum langsung 

terhadap pelaksanaan pemilu, tetapi juga berpotensi 

mengubah lanskap politik dan demokrasi di Indonesia 

secara keseluruhan. Keputusan ini menciptakan dasar bagi 

pemilu yang lebih adil, transparan, dan representatif, serta 

memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses politik. 

B. Saran 

1. Bagi Mahkamah Konstitusi, hendaknya Hakim 

Mahkamah Konstitusi lebih mempertimbangkan 

kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam 
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mempertimbangkan dan memutus suatu perkara demi 

terciptanya keadilan hukum dan konstitusi. 

2. Bagi peneliti sebelumnya, untuk dapat menghasilkan 

analisis yang lebih komprehensif dan mendalam 

mengenai ratio decidendi dalam Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022, serta dampaknya 

terhadap sistem hukum dan politik di Indonesia. 

C. Limitasi 

Pe .nulis dalam me.nulis skripsi ini juga me .miliki 

ke .te.rbatasan pe.ngumpulan informasi yang digunakan untuk 

me.ne .liti le.bih dalam me.nge .nai Putusan Mahkamah 

Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022. Limitasi yang 

pe .nulis alami adalah ke.te .rbatasan akse .s me.ndapatkan 

informasi se.cara langsung dalam be.ntuk wawancara de.ngan 

hakim yang me.mutuskan pe.rkara nomor 114/PUU-

XX/2022. Informasi ini dapat digunakan se .bagai sumbe.r 

data untuk pe.ne .liti se.lanjutnya dan bisa me .mpe.rhatikan hal 

te.rse .but. 
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